
 

 
 

 

 
 

 

 
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 

 
 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI 
 

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

KOTA BUKITTINGGI 
 

NOMOR :  189.800/47/DPKP - 2017 

 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI 

TAHUN 2017 - 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 KOTA BUKITTINGGI, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan 
kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah, maka Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Pemerintah Kota Bukittinggi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-

2021;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme     (Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );  

  4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  



 

 
 

 

 
 

 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor  
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

  5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2008  tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

 
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR 

KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017-2021. 

   
Pasal 1 

(1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi  Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dalam menyusun Rencana 
Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta 
melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi. 

(2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 

Keputusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Pasal 2 

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Tembusan : disampaikan kepada YTH : 
1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan) 
2. Inspektur Kota Bukittinggi 
3. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Kota Bukittinggi 
4. Arsip

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Ditetapkan di     :   Bukittinggi 

          Pada tanggal     :   29  Desember  2017                        2017 

KEPALA  

 
 



 

 
 

 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI 

              

              

NO

. 

SASARAN 

PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR KINERJA  PENJELASAN / FORMULA 

PERHITUNGAN 
SUMBER  

TARGE

T 
2017 2018 2019 2020 2021 

TARGE

T 

AKHIR 

RENST

RA 

KET. 

UTAMA DATA 2016 

1 2  3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              

1. Meningkatnya 

dukungan pembiayaan  

pemangku 

kepentingan dalam 

mewujudkan 

perumahan dan 

kawasan permukiman 

yang layak 

 

Rasio dukungan 

pembiayaan  pemangku 

kepentingan dalam 

mewujudkan 

perumahan dan 

kawasan permukiman 

yang layak 

Nilai swadaya (stakeholder terkait) 

Dinas PKP dalam pembiayaan 

pembangunan 

DPKP Kota 

Bukittinggi 
 4 6 8 10 10 10  

 

Belanja Langsung Pembangunan Kota 

Bukittinggi (APBN/APBD) 

+ 
         

 

Dana CSR Dinas PKP dalam 

pembiayaan pembangunan          

   

Belanja APBD untuk pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman 

          

2. Meningkatnya 

Kualitas dan Kuantitas 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Persentase Rumah 

Layak Huni 

Jumlah rumah layak huni 

pada tahun n X 

100% 

DPKP Kota 

Bukittinggi 
 85% 90% 95% 100% 100% 100% 

 

  

Total Rumah di Kota 

Bukittinggi          

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 
 

 

 
 

 

3. Meningkatnya 

Pencegahan dan 

Kualitas di Kawasan 

Permukiman Kumuh 

Luas Kawasan Kumuh 

Luas Kawasan Kumuh pada 

tahun n 
 

DPKP Kota 

Bukittinggi 
 

20,4

ha 

10,2

ha 
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

 

  

  

              

              

              

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

    
       

 

     

 

 
 

              

 
 

 
 
 


